BAB III
SISTEM HUKUM

A. Pengertian Sistem Hukum

Berbicara mengenai sistem hukum, hendaknya harus terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Dengan demikian sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponenya bekerja sama dalam hubungan fungsional.

Jadi, kalau dikatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem, artinya suatu susunan atau tatanan terautur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Misalnya dalam hukum perdata sebagai sistem hukum positif.  

B. Macam-Macam Sistem Hukum

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai “Civil Law”. Sebenarnya semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI SM. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut “Corpus Juris Civilis”. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis itu dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Belanda.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental ini ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum ialah “kepastian hukum”.

Penggolongan sistem hukum Eropa Kontinental ada dua, yaitu penggolongan di bidang hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan antara masyarakat dan negara. Termasuk dalam hukum publik ini ialah:

a. Hukum Tata Negara

b. Hukum Administrasi Negara

c. Hukum Pidana

Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Termasuk dalam hukum privat ialah:

a. Hukum Sipil

b. Hukum Dagang

2. Sistem Hukum Anglo Saxon

Sistem hukum Anglo Saxon yang kemudian dikenal dengan sebutan Anglo Amerika, mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang sering disebut sebagai sistem Common Law dan sistem Unwritten Law (tidak tertulis). Walaupun disebut Unwritten Law tetapi tidak sepenuhnya benar, karena di dalam sistem ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis.

Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo Saxon ialah putusan-putusan hakim/pengadilan. Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, makaprinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Di samping putusan hakim, maka kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan pertauran tertulis itu berasal dari putusan-putusan di dalam pengadilan. Sumber-sumber hukum itu (putusan hakim, kebiasaan dan peraturan administrasi negara) tidak tersusun secara sistematik dalam hirarki tertentu seperti pada sistem Eropa Kontinental. Peranan hakim pada sistem ini berfungsi tidak hanya sebagai yangbertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis.

Dalam sistem hukum Anglo Amerika, juga dikenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik dalam sistem hukum ini hamper sama pengertiannya dengan hukum publik pada sistem hukum Eropa Kontinental. Namun untuk pengertian hukum privat dalam sistem hukum ini, diartikan agak berbeda. Kalau dalam sistem hukum Eropa Kontinental hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang yang dicantumkan dalam kodifikasi kedua hukum itu, maka bagi sistem hukum Anglo Amerika pengertian hukum privat lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian, dan hukum tentang perbuatan melawan hukum yang tersebar di dalam peraturan-peraturan tertulis, putusan-putusan hakim, dan hukum kebiasaan.

3. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang dan negara lain. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda “Adatrecht” yang untuk pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Pengertian hukum adat yang digunakan oleh Mr.C.van Vollenhoven (1928) mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat dan adat yang tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya.

Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Dan hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Dari sumber hukum yang tidak tertulis itu, maka hukum adat dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dan elastik.

Sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Hukum adat mengenai tata negara (tata susunan rakyat), mengatur tentang susunan dari dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan pejabatnya.

b. Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari:

1) Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris)

2) Hukum tanah (hak ulayat tanah, transaksi-transaksi tanah)

3) Hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang benda selain tanah dan jasa)

c. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), memuat peraturanperaturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu.

4. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari penyebaran agama islam. Kemudian berkembang di negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara individual atau kelompok. Bagi negara Indonesia walaupun mayoritas warga negaranya beragama islam, pengaruh agama itu tidak besar dalam bernegara, karena asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran islam.

Sistem hukum islam bersumber hukum kepada:

a. Quran, yaitu kitab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Rasul Muhammad, dengan perantara Malaikat Jibril.

b. Sunnah Nabi, ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita (hadits) mengenai Nabi Muhammad.

c. Ijma, ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja (berorganisasi).

d. Qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. 

Berdasarkan sumber-sumber hukumnya, sistem hukum islam dalam “Hukum Fikh” terdiri dari dua hukum pokok, ialah:

a. Hukum rohaniah, lazim disebut ibadat, yaitu cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah, seperti shalat, puasa, zakat, dan menjalankan haji. Kelima kegiatan menjalankan upacara kebaktian kepada Allah itu lazim disebut “Al-Arkanul Islam al-hamzah”

b. Hukum Duniawi, terdiri dari:

1) Muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam bidang jual-beli, sewa-menyewa, perburuhan, hukum tanah, hukum perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya.

2) Nikah, yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami, dan akibat-akibat hukum perkawinan.

3) Jinayat, yaitu hukum pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.

Dalam perkembangan hukum islam lahir lapangan hukum lainnya, yaitu:

a. Aqdiyah, ialah peraturan hukum pengadilan, meliputi kesopanan hakim, saksi, beberapa hak peradilan, dan cara-cara memerdekakan budak belian (kalau masih ada)

b. Al-Khilafah, ialah mengatur mengenai kehidupan bernegara, meliputi bentuk negara dan dasar-dasar pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, kepemimpinan, dan pandangan islam terhadap pemeluk agama lain.
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